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Tidak Seorang Pun Boleh

Diuntungkan oleh 

Penyimpangan Dan 

Pelanggaran Yang 

Dilakukannya Dan Tidak

Seorang Pun Boleh Dirugikan

oleh Penyimpangan Dan 

Pelanggaran yang Dilakukan

Oleh Orang Lain 

-Pemilu 2024 Berintegritas-

Prinsip Pemilu

“Nemo Commodum Capere Potest De 

Injuria Sua Propria”



Negara Hukum Demokratis (Demokrasi dan Nomokrasi)

Karakter Negara Hukum Demokratis Berdasar Pancasila



Konsepsi Negara Hukum Indonesia

1. Atas Berkat Rahmat Allah…(Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-3)

2. …Dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Alinea ke-4 UUD 1945)

3. Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Ps.29 ayat (1) UUD 1945)

Rechtstaat + Rule of Law = Konsep Prismatis

Religious Welfare State

Putusan MK No.140/PUU-VII/2009



LLaw Making Process and Law Enforcement



Pemilihan Umum

Pasal 21 ayat (3) Universal Declaration of Human Right

(DUHAM) menyatakan,”The will of the people shall be the basis of the

authority of government; this will shall be expressed in periodic and

genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and

shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.”

(Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini

harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang

dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara, serta

dilaksanakan melalui pemungutan suara secara rahasia atau dengan

prosedur bebas memilih yang setara).

Prinsip keadilan Pemilu (electoral justice) yang di publis oleh

Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) memiliki

tujuan “…ensuring that every action, procedure and decision related to

the electoral process is in line with the law (the constitution, statute

law, international instruments or treaties and all other provisions in

force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is

protected and restored, giving people who believe their electoral rights

have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and

receive an adjudication.”



Pemilihan Kepala Daerah



Desain Politik Hukum Pemilukada (2004-2022)

2020-2022
20142008200720052004

UU 32 Tahun

2004 tentang

Pemerintahan

Daerah, 

Kewenangan

Menyelesaikan

Keberatan Hasil 

Penghitungan

Suara diajukan ke

MA

Putusan No. 72-

73/PUU-II/2004,

Pilkada masuk

rezim

Pemerintahan

Daerah. Terdapat

3 orang hakim 

yang DO, 

memasukan

Pilkada sebagai

Rezim Pemilu

UU 22/2007

tentang

Penyelenggara

Pemilihan Umum. 

Dalam bagian

Ketentuan Umum

menerangkan

defenisi “Pemilu

Kepala Daerah”

UU 12/2008 

tentang Perubahan

UU Pemda, Ps. 

236C Pengalihan

Kewenangan

Menyelesaikan

Sengketa

Pemilukada dari MA 

ke MK  

Kasus Akil Mochtar

2013
Putusan 97/PUU-

XI/2013, Pemilukada

bukan rezim Pemilu, MK 

tak berwenang. Dalam

masa transisi MK masih

berwenang.

Adanya UU No.1/2015

tentang Pemilihan

Gub/Bup/Kota (Pilkada

serentak)

Putusan No.55/PUU-
XVII/2019 tentang makna

keserentakan Pemilu dan 
Putusan No.85/PUU-
XX/2022 tentang tidak
adanya perbedaan rezim

Pemilihan, sehingga
Pemilukada masuk rezim

Pemilu sebagaimana Pasal

22E UUD 1945



Desain Model Keserentakan Pemilu

Putusan No.55/PUU-XVII/2019

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan
UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan 
perdebatan prihal keserentakkan pemilihan
umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa
penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak
menjadi salah satu gagasan yang muncul dari
pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut
bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika
perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran
rekaman pembahasan atau risalah perubahan
UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian
pemikiran prihal keserentakkan penyelenggaraan
pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 
1945 sama sekali tidak membedakan rezim
pemilihan…”



Pemilihan Kepala Daerah Merupakan Kewenangan Konstitusional
(Putusan No.85/PUU-XX/2022)

(Pertimbangan Mahkamah)

1. Pemilu Nasional dan Pemilukada secara de

facto diselenggarakan oleh Lembaga yang

sama, yakni KPU.

4. Peserta pemilihan, baik yang diusung partai

politik maupun perseorangan, tidak

membedakan antara Pemilu Nasional dengan

Pemilukada

2. Enam prinsip pelaksanaan Pemilu yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

menjadi prinsip yang berlaku bagi Pemilu

Nasional maupun Pemilukada

3. Undang-Undang yang mengatur tentang

Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum

(KPU, Bawaslu, dan DKPP) tidak membedakan

antara Pemilu Nasional dan Pemilukada.

5. Dari sisi Sumber daya dan pembiayaan,

peleburan dua rezim pemilihan lebih efisien

dibandingkan diselenggarakan oleh dua

penyelenggara yang berbeda.



PASAL 24C UUD 1945

(1) Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk

menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus

sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum.***)

Dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil

Pemilukada Provinsi Jawa Timur, paragraph [3.28] Mahkamah menyatakan sebagai

berikut:

“[3.28] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah

tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari

pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili

hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti

teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri

di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh

pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut

undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara,

namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan

suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan

keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang

berbunyi,”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.”



Electoral Cycle



Palenggaran

administrasi 

dan proses 

Pemilihan/ 

Pemilu

Sengketa

Tata 

Usaha 

Negara 

Pemilihan

/ Pemilu

Tindak

Pidana

Pemilihan/ 

Pemilu

Pelanggaran

Kode Etik

Penyelenggara
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Ambang Batas Permohonan

Sengketa Hasil Pilkada

(Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada 2015/2016 2017-2018 2020/2021

PROVINSI AMBANG 
BATAS

KABUPATEN/KOTA

P ≤ 2.000.000 2% P ≤ 250.000

2.000.000 < P ≤ 6.000.000 1,5% 250.000 < P ≤ 500.000

6.000.000 <  P ≤ 
12.000.000

1% 500.000 < P ≤ 1.000.000

P > 12.000.000 0,5% P > 1.000.000

Persidangan
Pendahuluan

Persidangan
Pemeriksaan

Persidangan
Pemeriksaan Lanjutan

Persidangan
Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas  dalam PHP 

Tahun 2020/2021



Perbandingan Statistik Perkara PHPU dan PHP

Tahun Pemohon 
Parpol

Jumlah 
Kasus

Kabul Tolak Tidak 
Diterima

Ditarik 
Kembali

Sela/ 
Gugur

2004 23 252 38 131 74 9 -

2009 42 627 68 398 107 27 16

2014 14 869 9 647 195 6 12

2019 20 260 12 101 104 10 33



Penegakan Keadilan Pemilu Dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi
Pemilu 2024

Dikabulkan Ditolak Tidak Dapat Diterima Gugur Ditarik Kembali Tidak Berwenang



• Ketidaknetralan ASN 

atau Penyelenggara

Pemilu

• Intimidasi secara Fisik, 

Sosial, ataupun Politik• Kesalahan 

Penghitungan dan/atau 

Rekapitulasi Suara

• Pengabaian Perintah 

KPU atau Rekomendasi 

Bawaslu

• Money Politics           

(Vote Buying) melalui

Bansos dsb

• Rasionalitas Jumlah 

Penduduk dan DPT

• dan lain sebagainya

Tren Model Pelanggaran Dalam Pemilu Pilpres Dan Pileg



Refleksi pelaksanaan Pemilukada
(Tren kecurangan)



Keadilan Prosedural

Keadilan Substantif

Paradigma Pembuktian Dalam Pemilu dan Pemilihan

Kepala Daerah



Beberapa Contoh Putusan Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020

Nomor Putusan Amar Penyebab

Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nabire)

- Menyimpangi tenggang waktu dan ambang batas pengajuan

permohonan.

Dikabulkan

(Pemungutan Suara Ulang)

- DPT sebanyak 103% lebih banyak dari

jumlah penduduk.

- Pemungutan melalui Noken, padahal

bukan daerah yang termasuk

pemungutan suara dengan menggunakan

mekanisme noken

Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2024 (Kabupaten Boven 

Digoel)

-

Dikabulkan (Pemungutan suara ulang)

Melakukan diskualifikasi Pasangan Calon 

atas Nama Yusak Yaluwo

Belum memenuhi masa tunggu 5 

terhitung sejak narapidana dibebaskan

(ada perbedaan tafsir antara bebas

bersyarat dan bebas murni)

Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2024 (Kabupaten Saburai

Jua)

Dikabulkan (pemungutan suara ulang) Calon Bupati peraih suara terbanyak

memiliki kewarganegaraan ganda

(Amerika dan Indonesia)



Terima

Kasih


